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PERATURAN DAER AH KARUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG

PAIAK HIEURAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI TOBA SAMOSIR,

bahwa Pajak Hiburan yang merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah
yang diatur dengan Peraturan Daersh Kabupaten Daerah Tingkat I Toba
Samosir Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sudsh tidak sesuat
lagi dengan era Otonomi Daerah, sehubungan dengan adanya pernbahan
ketentuan hukum yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan yang
mengatur tentang Fajak dan Retribusi Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatny dengan suatu Peraturan

Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat I Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingka II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
TLambaran Negara Nomor 3794}

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3987)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Uadang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribuzi Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048) ;

Undapg-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 41895;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
‘Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4382 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor §
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4348},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

13



0 Peraturan Pemerintal Nomoer 23 Tahon 2000 reatang Kewenangan
Pemerintal dan Kewenangan Propinsd sebagai Dasrah Otenom (I_*mhtua_l

Tahun 2800 Noemeor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Pemerintah Momeor 135 Tahon 2000 tentang Tata Cara Penvitaan
Dralamt Ranghs Penagihan Fajak dengsn Surat Paksa { Lembaran Negara
Tahus 7000 Womor 135, Tambahan Lembaran MNegara Nomnor 4049);
11, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahuy 2000 tentang Tata Cara Penjualan
Rarang Sita-aﬂ Vang Tkecoalikan Dart Penqualan Secara Letang Dalam
bran Pa;an Dengan Surat Pakes (Lembaran Negara Tahon
Tambahan Lembaran Megars Nomor 4030),
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Pemerintah Momor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan
s, 'uan Pemerintahian Dasrah (Lembaran
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Samasty

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH EABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSE AN

Menetapkan - PERATURANDAERAH TENTANGPAJAK HIBURAN.

EETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturas Daeral ini vang dimakeud dengan:
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Dasrah adalah Daersh Kabupaten Toba Samosir.

Pemerintah Dasrah adalah Pemerintsh Daerah Esbupaten Toba Samosyr.

Kepala Daerah adalah Bupati Toba Samosir,

Dewan Perwakilan P_l""\f Dasrah veng zelanjutnys dizebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa ten Toba Samozir.

Pajak Daerah yang selaniptnve dizebut Pajak adalah Inran wapb yang difakukan cleh
orang pribadi atan badan kepada ¢ el tanpa imbalan langzuns vang seimbag, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peratursa perundeng-undangan yang berlakw, yang
dwuna‘;m Li;tu‘v membiayal penyelenggarasn pem erintahan daerch, pemb,_nc'un:m dan
femas varakal

Waytb Pajak -ma'iah arang pribani dan/stau badan "*ing menurut ketentuan peraturai
perundang-undangan perpajaken ditentuken untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pungulan p;,ﬁ_L -1*-':‘1 pem otongan Dﬁ}"‘L ferist
Wotaor Pokol Wai i njuinya dizebut NFWFPD adalah nomor vang
diberikan kepada wanb b daerah zebas; | sarana dalem perpajakan yang dipergunakan
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sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suaty saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalsh Pungutan Daerah Atas
Penyelenggaraan Hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, pemnainan, penmainan ketangkasan dan/atan
keramaian, dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati ofeh setiap
orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
Penonton atas pengonjung adalah setiap orang yang menghadiri svatu hiburan vntuk
melihat dan/astas mendengar atay menikmahinya atau menggunakan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artiz dan
petugaz yang menghadiri untuk melakulean tugas pengawasan.

. Tanda masuk adalah shatu tanda atau alat yang sah dengan nama atau bentuk apapun yang

dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atas nienskmats hiburan.

. Syrat Pemberitahpan Pajak Daerah yang selanjvtnya disebut SPTPD adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atan pembayaran Pajak,
objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan’ata harta kewajiban yang terutang menurut
aturan perundang-undangan perpajakan daerab.

Surat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib
pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kaz Daerah atan ketempat lain yang ditetapkan coleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerzh yang selanjutnya disebut SKPD adalsh Svrat Ketetapan
yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan korang bayar
tambahan atan surat ketstapan pajak lebih bayar atan surat ketetapan pajak nihil.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Payar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah
Surat Ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak pokok pajek yang
terntang, jumlah kredit pajak, jumlsh kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi adminiztrasi dan jumish yang masih haws dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut
SKPDKET adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahan atas jumiah
pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah
Surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumish kredit pajak yang terutang sama becarnya dengan kredit pajak, atau pajak
lebth besar dari pajak vang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya dizebut SKPDN adalah Surat
Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terufang sama besarnya dengan kracht
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Dasrah yeng selanjutnya dizebut STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak daerah dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB 11
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAIAK

Pazal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
(2) Obyek Pajak Hiburan adalah zemua penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran,
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

a. Pertunjukan Film;
b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
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Pagelaran musik dan tan ;
Digkotilc,
Karaoke,
Klab malam;
Permainan Bilyard,
Permainan Ketangkazan;
Pantt Pijat;
Mandi Uap dan Oukup;
Pertandingan Otah Raga;
Play Station;

. Video Game.

BromgtrmEm e o

Pazal 2

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
(2) Wayib Pajak adalah orang pribadi atan badan vang menyelenggarakan hiburan.

BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIFPAJAK
Pazal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atas yang seharusnya dibayar untuk
menonton atau menikmati hiburan dan‘atan fasilitas lainnya,

Pazal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jeniz hiburan adalah:

3. pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop dikenakan
pajak sebesar 15% (lima belas persen);

b. pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradizional, pertunjukan sirkus, pameran sen,

pameran busana, kontes kecantikan dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen,

pertunjukan /pagelaran musik dan tari, dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen;

diskotik dikenakan pajak 10 % (zepoluh per=en);

karaoke dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen),

kiab malam dikenakan pajak 10 % (zepuluh persen),

permainan bilyard dikenakan pajak 10 % {sepuluh persen),

permainan kefangkasan dan sejenisnya dikenakan pajak sebecar 10% (sepuluk persen),

panti pijat dikenakan pagak sebesar 10 %% (sepuluh persen);

mands vap dan sejeniznya dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen),

pertandmgan olah raga dikenakan pajak zebesar 10% (sepnluh persen).

RSP ETge Moo

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PATAK DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pagal §

(1) Pajak yang terntang dipungut df Wilayah Kabupaten.
(2) Besammya Pajak terutang dihitung dengan cara mengahl».an jumlah pembayaran
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 4 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
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BAB V

MASA PATAK SAAT PATAK TERUTANG DAN
SURAT PEMEERITAHUAN PATAK DAERAH.

Pagzal 7
Maza pajak adalah jangka waktu yang famanya 1 (zatn) kali pelaksanaan hiburan.
Pazal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada sast penyelenggaraan hiburan.

Pazal @

{13 Setiap Wajib Pajak wajib mengizi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dust dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atan Eoasanya

(3) SPTPD zebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaiken kepada Bupati selanbat-
lambatnya 13 (lima belag) hari sebelum berakhirnya tasa pajak.

(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupatt.

BAR VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PATAK
Pazal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bupah menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKFD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atan kurang dibayar setelah
fewat wakty paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan zankst
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagth dengan
menetbitkan STPD.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksod datam Pasal 10 ayat
(1) digunakan untuk menghiting, memperhitungkan dan menetapkan paiak sendirt yang
tetutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan -

a. SKPDEKBE;
b. SKPDEERT,
¢. SKPDN.

(3) SKPDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan afau keterangan lain, pajak yang terutang fidak
atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
perzen) seblan dihitung dari pajak yang korang atav terlambat dibayar votuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal terutangnya
pajak;
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